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PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
e\ :
Pl S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :
PENGGUGAT ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan lbu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,
Sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah

Republik Indonesia, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di
Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya

Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu
dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor :
122/08/V1/2009 tanggal 09 Juni 2009;
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Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

telah berjalan selama 10 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di RT./ RW. 16/05
Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun selama 9 Tahun, ba'da dukhul
dan sudah dikarunia 2 anak bernama : Maheswari Andita Putri (9 tahun) dan Jessika
Aulia Maharani (6,5 tahun) semua ikut Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat terjadi
pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 3 bulan;

4. Bahwa, pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan
karena Tergugat pamit bekerja di Surabaya namun hingga saat ini Tergugat tidak
pernah memberi khabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya
sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/129/402.409.09/2019 tanggal 17 Juni
2019 ;

5. Bahwa, selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun
hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh
karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan
perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
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Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat
hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri di
persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut
telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat
penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima
nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya
Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga
tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat
untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7
Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
0761/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
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Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp411.000.00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa’,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Sholihin, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Munirul lhwan, M.H.l.
sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh
Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H. Drs. H. Munirul lhwan, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ' Rp. 30.000,-
pendaftaran

2. Biaya proses ' Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi ' Rp. 10.000,-
5. Materai ' Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 20.000,-

Jumlah ' Rp. 411.000,-
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